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PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR: 19 TAHUN 2001

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS KEHUTANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BISMILLAHHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHUWATA’ALA

BUPATI ACEH SINGKIL

bahwa dengan telah' diresmikannya Aceh Singkil sebagai Kabupaten
berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999, maka untuk
kelancaran penyelenggaraan Pemerintah yang berdaya guna dan berhasil
guna dibidang Kehutanan, perlu membentuk Susunan Organisasi dan
Tata Kerja Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Singkil;

bahwa untuk maksud tersebut dianggap perlu diteta}iﬁn dalam Peraturan
Daerah. '

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Aceh Singkil;

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Pemerintahan Daerah:

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tenta g Periplbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Daerah:; | |

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor
43 Tahun 1999;

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pedoman
Organisasi Dinas Daerah Pada Daerah Tingkat — II Percontohan;

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemenntah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman
Organisasi Pf:'rangkat Daerabh;




L Wiesmbostc MCRZXOOTGINASINGR WZas-iugas Yang dilaksanakan oich
l3agsan lata Usaha dan Sub Dinas-sub dinas;

b Membantu menyiapkan bahan kebijakan umum dacrah dibidang

c. Membantu menctapkan kcbijakan tekhnis bidang kchutanan didaerah
yang menjadi tanggung jawabnya scsual dengan kebijakan umum
yang ditctapkan olch Kepala Dinas;

d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas;

Membantu melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasl

Jain yang menyangkut bidang kehutanan.

G

Paragraf Dua
Bagian Tata Usaha
Pasal 8

Bagian Tala Usaha adalah unsur pembantu Pimpiifan dalam bidang
pembinaan administrasi;

Bagian Tata Usaha dipimpin olch scorang Kcepala bagian yang berada
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas mclalui Wakil
Kepala Dinas.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mclakukan koordinasl pcnyusunan
program kerja dinas Pengelolaan Urusan Umum, Perlengkapan, Kcuangan,
Kepegawaian dan Hukum scrta perundang-undangan, pelayanan administrasi
kepada scluruh unit kerja di lingkungan Dinas Kchutanan.

2asal 10

Untuk menyelenggarakan tugas schagaimana Llerscbut pada pasal 9, Bagian
Tata Usaha mempunyai fungsi :

a.

Penyusunan anggaran dan pelaporan scrta pembinaan organisasi dan tata
laksana,

Pengelolaan administrast kepegawaian, Keuangan, perlengkapan, peralatan,
rumah, Pcnyusunan Pcraturan Pcrundang-Undangan, dokumentast dan
kepustakaan;

Penyiapan data, informasi, hubungan masyarakat dan penyclenggaraan
inventaris;

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
Wakil Kepala Dinas.

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha Terdiri dart

a.  Sub Bagian Umum;
b. Sub Bagian Kepegawaian;
c¢. Sub Bagian Kcuangan;



d. Sub Bagar llukum dan Perundang-undangan:

1)

¢. Sub Bagian Pericngkapan dan Peraiatan.

(2) Masing-masing Sub Bagian scbagannana terscbut dalam ayat (1)
dipimpin olch scorang Kepaki Sub Bagian yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tala Usaha scsual dengan

bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mclaksanakan urusan surat-
menyurat,  kcarsipan,  ckspedisi, pengadaan  kcrumahtanggaan,
administrasi perjalanan dinas, peralatan, perlengkapan dan pemeliharaan
alat-alat kantor serta pengelolaan inventarisasi, protokol, kehumasan,
pengadaan dan pembuatan laporan.

(2) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyclenggaraan
pengelolaan administrasi kepegawaian, latihan, mutasi dan pembinaan
kescjahleraan pegawal. :

(3) Sub Bagian Kcuangan mempunyai tugas mclaksanakan peagelolaan
administrasi kcuangan yang mcliputi penyusunan anggaran, pembukuan,
pertanggung jawaban dan pelaporan keuangan .

(4) Sub Bagian Hukum dan perundang-undangan mecmpunyai  tugas
menyusun  dan  menyiapkan  rancangan perundang-undangan,
dokumentasi, penyajian  data, kepustakaan, pembinaan organisasi
ketatalaksanaan dan informasi.

(S) Sub Bagian Perlengkapan dan Peralatan mempunyal tugas pengadaan,
pemeliharaan dan perawatan scrta menginventarisasi barang bergerak dan
tidak bergerak.

Paragraf Tiga
Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan
Pasal 13

(1)  Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan adalah unsur
pelaksana tekhnis dibidang perencanaan kehutanan

(2) Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tala Guna Hutan dipimpin
olch scorang Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

Pasal 14

Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas
mempersiapkan rencana kerja dibidang kehutanan dan mengkoordinasikan
perumusan kebijaksanaan yang berhubungan dengan kegiatan tutin dan
pembangunan pclaksanaan  studi  dan pengembangan, pengukuran  dan
pemetaan, membina pengumpulan data dan pengawasan statistik, cvaluasi
rencana kehutanan, penyusunan rencana pengukuhan batas fungsi dan batas
kawasan hutan, membina, mengawasi dan membimbing inventarisast hutan,




membina peavusunan tata ruang, tata guna hutan, menclaah dan menilat
pclepasan xawasan hutan, menilai permohonan  pengusahaan  hutan  dan
pemungutan  hastl  hutan,monitoring  cvaluasi  dan  penyusunan  laporan
kchutanan,

Pasal 15

Untuk menyclenggarakan tugas scbagaimana (ersebut pada pasal 14, Sub Dinas

Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas:

a. Pengkoordinasian  kegiatan  yang  menyangkut bidang  perencanaan,
Inventarisasi dan Tata Guna Hutan dibidang Kchutanan;

b. Pclaksanaan pengumpulan data scrta pengelompokan data scsuai dengan
permasalahan dibidang kehutanan;

¢. Penyclenggaraan kegiatan pengolahan, penilaian dan pengkajian data
dibidang perencanaan kchutanan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;

d. Pcmbinaan rencana dan pengukuhan batas fungsi dan kawasan hutan;

¢. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Kchulanan;

[. Pembinaan penyusunan tata ruang dan tata guna hutan.

Pengkoordinasian kegiatan penclitian dan pengembangan kchutanan;

h. Pembinaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan;

I.  Pengkoordinasian kegiatan penclitian dan pengembangan kchutanan;

J. Pclaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
Wakil Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari
a. Seksi Penyusuna Program Pembangunan Kchutanan;

b. Scksi Inventarisasi Data dan Laporan;
c. Scksi Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan;
d. Scksi Pengukuran dan Pemetaan.

(2) Masing-masing scksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh
scorang Kepala Scksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kcpala Sub Dinas Pcrencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna
Hutan scsuair dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Scksi Penyusunan Program Pecmbangunan Kehutanan mempunyai tugas
menyusun dan merencanakan program kerja serta pengwasan, pembinaan
dan pengendalian, program kerja, pengembangan hutan dan kchutanan
yang mcnyangkut bangunan fisik kehutanan, hutan dan hasil hutan.

(2) Scksi Inventarisasi, data dan laporan mempunyai tugas melaksanakan
inventarisasi, survay tegakan, statistik, dibidang kchutanan untuk dapat
dimanfaatkan dan dilaporkan lebih lanjut.

(3) Scksi Pengukuhan dan Penataan Kawasan Tlutan mempunyal  lugas
membuat koreksi tata batas kawasan hutan, penyelesaian administrasi

"




membina penvesunan {ata ruang, tata guna hutan, menclaah dan menila

pclepasan xawasan hutan, menilai permohonan  pengusahaan  hutan  dan
pemungutan  hasil  hutan,monitoring  cvaluasi  dan  penyusunan laporan
kchutanan.

Pasal 15

Untuk menyclenggarakan tugas scbagaimana (crscbut pada pasal 14, Sub Dinas

Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan mempunyai tugas:

a. Pengkoordinasian  kegiatan  yang  menyangkut bidang perencanaan,
Inventarisast dan Tata Guna Hutan dibidang Kchutanan;

b. Pclaksanaan pengumpulan data scrta pengelompokan data scsuai dengan
permasalahan dibidang kehutanan;

¢. Penyclenggaraan kegiatan pengolahan, penilaian dan pengkajian data
dibidang perencanaan kehutanan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;

d. Pcmbinaan rencana dan pengukuban batas [ungsi dan kawasan hutan;

¢. Penyiapan penyusunan rencana dan program kerja Dinas Kchulanan;

I Pcmbinaan penyusunan tata ruang dan {ata guna hutan.

Pengkoordinasian kegiatan penclitian dan pengembangan kchutanan;

h. Pembinaan kegiatan pengukuran dan pemetaan hutan;

i. Pengkoordinasian kegiatan penclitian dan pengembangan kchutanan;

J. Pclaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
Wakil Kepala Dinas.

Pasal 16

(1) Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan terdiri dari
a. Seksi Penyusuna Program Pembangunan Kehutanan;

b. Scksi Inventarisasi Data dan Laporan;
c. Scksi Pengukuhan dan Penataan Kawasan Hutan;
d. Scksi Pengukuran dan Pemetaan.

(2) Masing-masing scksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh
secorang Kepala Scksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kcpala Sub Dinas Pcrencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna
Hutan scsuail dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Scksi Penyusunan Program Pembangunan Kehutanan mempunyal tugas
menyusun dan merencanakan program kerja serta pengwasan, pembinaan
dan pengendalian, program kerja, pengembangan hutan dan kchutanan
yang mcnyangkut bangunan fisik kechutanan, hutan dan hasil hutan.

(2) Scksi Inventarisasi, data dan laporan mempunyai tugas melaksanakan
inventarisasi, survay tegakan, statistik, dibidang kchutanan untuk dapat
dimanfaatkan dan dilaporkan lebih lanjut.

(3) Scksi Pengukuhan dan Penataan Kawasan [lutan mempunyai lugas
membuat koreksi tata batas kawasan hutan, penyelesaian administrasi




penguhuhan xawasan hutan, menyusun rancana tata ruang dan tata guna
nulan scriz menycicsaikan peicpasan kawasan hutan, pinjam pakai /
penggunaan Kawasan hutan untuk kepentingan non kehutanan, mengenai
Hak Adat dan Hak Ulayat.

(4)  Scksi Pengukuran dan Pemctaan mempunyai tugas menyusun rencana
penataan batas fungsi dan kawasan hutan. Penilaian terhadap rencana
Kerja perusahaan yaitu RKD,RKL dan RKT serta melaksnakan pemetaan
dan penaflsiran potret udara.

Paragraf Empat
Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan
Pasal 18

(1) Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan adalah Pelaksana Tekhnis
dibidang pengamanan dan pelestarian hutan.

(2) Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan dipimpin olch secorang
Kepala Sub Dinas yang berada dibawah Kepala Dinas melalui Wakil
Kepala Dinas.

Pasal 19

Sub  Dinas Perlindungan  dan  Pengamanan  Hutan  mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas Kchutanan dibidang pengamanan dan
pelestarian fungsi hutan,

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana terscbut pada pasal 19, Sub Dinas

Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyai [ungsi

a. Pclaksanaan pembinaan Polisi Kchutanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
dan Satpum Pengusahaan Hutan,

b. Pengaturan Operasional Perlindungan dan pengamanan Hutan .

¢. Pclaksanaan Koordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait dalam
pelaksanaan pengamanan hutan.

d. Pclaksanaan upaya pengamanan dan pelestarian hutan.

¢. Pelaksanaan pembinaan terhadap kegiatan pengamanan dan perlindungan
konservasi jenis dan keanckaragaman hayati.

. Mclaksanakan pengawasan, pencegahan, pengendalian perambahan hutan,
kebakaran hutan dan pencurian kayu/penebangan liar.

g Pclaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas melalui
Wakil Kepala Dinas. i

Pasal 21

(1) Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan terdiri dari -
a. Scksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan;
b. Seksi Pengelolaan Fungsi Hutan;
¢. Sckst Pengendalian Fungsi Hutan;




¢ Schs Nawasan Hutan Flora dan Fauna.

(2) Masing-masing scksi scbagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin olch
scorang Kcpaia Scksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sub Dinas Hutan scsuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Scksi Perlindungan dan Pengamanan Hutan mempunyal tugas menyusun
petunjuk opcrasional pengamanan hutan dan penanggulangan kebakaran
hutan dan menyusun kcgiatan operasional pengamanan hutan dan
penanggulangan  kcbakaran hutan scrta  melaksanakan pembinaan
terhadap Polisi Kchutanan, Penyidik Pcgawai Negeri Sipil dan Satpam
Pcengusahaan Hutan.

(2) Scksi Pengclolaan Fungsi lHutan mcempunyai lugas melaksanakan
bimbingan rencana pengelolaan fungsi hutan membina kclompok
Pencinta Alam serta melaksanakan kegiatan pemangkuan hutan.

(3) Scksi Pengendalian Fungsi Hutan mempunyai tugas menyusun rencana
pengembangan  usaha  masyarakat  dalam  kawasan hutan  scria
melaksanakan pemeriksaaan dan pengawasan pemanfaatan  kawasan
hutan untuk kepentingan non kchutanan.

(4)  Scksi Kawasan Hutan Flora dan Fauna mempunyai tugas melaksanakn
inventarisasi  satwa  langka, melaksanakn  pembinaan  habitat,
mengembangkan  penangkaran / pengembang  biakan  satwa  scrta
mengendalikan  tertib  peredaran satwa  dan  tumbuh-tumbuhan serta
pemanfaatan Flora dan Fauna yang tidak dilindungt.

Paragral Lima
Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan
Pasal 23

(1) Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hulan adalah Unsur Pelaksana
Tehnis dibidang Pemanfaatan dan Pembinaan hasil hutan.

(2) Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan dipimpin olch scorang
Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas melalut Wakil Kepala Dinas.

Pasal 24

Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan mempunyal tugas melaksanakan
scbagian tugas Dinas Kchutanan dibidang pemanfaatan dan pembinaan hasil
hutan.

PPasal 25

Untuk menyelenggakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 24, Sub Dinas
Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan mempunyat fungsi
a.  Memimpin penyelengaraan ancka kegiatan dalam bidang tugasnya.




(2)

(D

Meiaksamakan pembinaan teknis penataan tcbangan produksi hasil hutan
Kavu dan non kavu. ,
Melaksanakan perhitungan potensi hasil hutan terhadap pengusulan izin
pengusahaan hutan, izin pemanlaatan dan pemungutan hasil hutan baik kayu
maupun non kayu.

Melaksanakan pengawasan dan pengaturan pengadaan bahan baku untuk
industri  pengolahan  hasil  hutan, pembinaan  usaha-usaha  serta
pengembangnnya .

Melaksanakan pemantauan  (crhadap pembangunan / pengadaan sarana
produksi.

Melaksanakan monitoring, pembinaan terhadap tenaga teknis kehutanan dan
tenaga Kerja asing.

Pelaksanaan monitoring dan pengendalian kegratan pemantaatan hasil hutan
oleh pengusahaan hutan dan pemungutan hasil hutan, pengawasan stok
produksi.

Melaksanakan pengawasan terhadap produksi hasil hutan baik Kayu maupun
non kayu.

Meclaksanakan pembinaan dan pengawasan kepiatan Reboisasi, Rehabilitasi,
Reklamasi dan penghijauan.

Melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan dibidang perlindungan
dan kelestarian hutan serta permudaan ancka guna hutan.

Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas ataupun
melalui Wakil Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

Pasal 26

Sub Dinas Pemantaatan dan Pembinaan Hutan terdiri dari :
a. Seksi Pemanfaatan dan Hasil Hatan:
b. Seksi Produksi:
. Seksi Monitoring dan Pengawasan;
d. Seksi Pembinaan dan Pemeliharaan [Hutan,
Masing-masing scksi sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sub Dinas Pemanfaatan dan Pembinaan Hutan sesuai
dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Seksi Pemanfaatan Hasil Hutan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
penataan , pengawasan eksploitdsi hasil hutan kayu dan non kayu, survey
potensi, membimbng rencana pembukaan wilayah hutan dalam
melakasanakan cksploitasi hutan, pendataan penyebaran tenaga kerja baik
asing  maupun teknis  kehutanan, peralatan  eksploitasi dan legalitas
sertifikasi hasil hutan.

Scksi Produksi mempunyai tugas membuat pembukuan / pencatatan
produksi hasil hutan kayu dan non kayu, produksi sawn timber,stok
opname, pengaturan dan pengawasan bahan baku industri hulu dan
pengembangannnya,




pcnéamm TPN,TPK, pembangunan Basc Camp dan melaksanakan
pelaporan TUK.

(3) Scksi monitoring mempunyai  tugas menyusun  Konsep jadwal
pemeriksaan dan pengawasan terhadap cksploitasi hutan, pungutan hasil
hutan,cnyusun petunjuk teknis pemeriksaan dan pengawasan.

(4) Scksi Pembinaan dan Pemcliharaan Hutan mempunyai tugas pembinaan
kawasan hutan bidang rcboisasi, penghijauanhutan  rakyat,hutna
kemasyarakatan, pemeliharaaan lahan kritis,daerah aliran sungai,
melaksanakan rchabilitasi lahan kritis dan rcklamasi kawasan hutan,
pinjam pakai/penggunaan kawasan hulan untuk kepentingan  non
kehutanan,inventarisasi tegakan tinggal, hasil
pcnanaman,pcmcliliaraan,pengcnda]ian hama
penyakit,pengkajian/penyusunan Amdal dibidang kahutanan.

Paragraf Enam
Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Ilasil Hutan
Pasal 28

(1) Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan adalah unsur Pclaksana
Tekhnis dibidang pemasaran dan peredaran hasil hutan.

(2) Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan dipimpin olch scorang
Kepala Sub Dinas yang berada dibawah dan bertanggung, jawab kepada
Kepala Dinas melalui Wakil Kepala Dinas.

Pasal 29

(1) Sub Dinas Pemasaran dan Percdaran Hasil Hulan mempunyal tugas
melaksanakan scbagian tugas Dinas Kehutanan dibidang pemasaran dan
peredaran hutan.

(2) Memimpin  penyclenggaraan ancka  kegilan dalan? bidang  bidang
lugasnya.

Pasal 30

Untuk menyclenggarakan tugas scbagaimana terscbut pada pasal 29, Sub Dinas

Pemasaran dan Percdaran Hasil Hutan mempunyai fungsi :

4. Pembinaan pelaksanaan promosi hasil hutan dan informasi tentang pcluang
pasar hasil hutan.

b. Meclaksanakan pembinaan teknis peredaran hasil hutan.
Melaksanakan pengawasan dan® pembinaan terhadap pengukuran dan
pengujian kayu dan hasil hutan lainnya.

d. Melaksankan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Kkegitatan

pungutan hasil hutan, pengadaan sarana dan prasarana.

Mengelola tata usaha kayu dan tata usaha iuran kchutanan di bidang

tugasnya.

{  Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kcpala Dinas melalui
Wakil Kepala Dinas dalam bidang tugasnya.

<




(1)

(2)
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(4)
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Pasal 31

Sub Dinas Pemasaran dan Percdaran Hasil Hutan terdiri dari :
4 Scksi Promoasi dan informasi pemasran hasil hutan;

b Seksi tertib peredaran hasil hutan;

¢ Scksi Standarias, Pengukuran dan Penpgujian;

d. Scksi Pungutan luran Kehutanan.

Masing-masing scksi sebagaimana terscbut dalam ayat (1) dipimpin olch
scorang Kepala Scksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan scsudl
dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Seksi Promosi dan Informasi Pemasaran Hasil Hutan mempunyai tugas
melaksanakan pameran dagang / investasi hasil hutan, memantau dan
mendata peluang pasar hasil hutan baik dalam negeri maupun luar negeri
serta melaksanakan bimbigan manajemen pemasaran hasil hutan.

Scksi Tertib Pemasaran Hasil Hutan mempunyal tugas melaksanakan
bimbingan tata usaha peredaran  hasil hutan  serta melaksanakan
pengawasan tertib percdaran  hasil hutan dan pelaksanaan laporan
peredaran hasil hutan;

Scksi  Standarisasi, Pengukuran dan Pengujian mempunyai tugas
pembinaan dan pengawasan pengukuran,pcngujian hasil hutan dan
kualitas hasil hutan.

Scksi Pungutan luran Kehutanan mempunyat tugas menyusun pcmbinaan
dan pengawasan lata usaha iuran / pungutan hasil hutan, menyiapkan
petunjuk tcknis pengendalian  iuran kehutanan dan melaksanakan
pclaporan. ;

Paragraf Tujuh
Unit Pelaksana Tcknis Dinas
Pasal 33

Pada organisasi Dinas Kchutanan dapat dibentuk 1 ( satu ) atau Icbih unit
Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) berdasarkan tugas dan fungsi yang
spesifik. :

Pembentukan  Unit Pelaksana Teknis Dinas ( UPTD ) sebagaimana
dimaksud dalam ayat ( 1), berdasarkan kebutuhan dinas kehutanan yang
ditetapkan oleh Bupati setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk
1tu.

Paragraf Dclapan
Cabang Dinas
Pasal 34

Pada organisasi Dinas Kchutanan dapat dibentuk 1 ( satu ) atau lebih
cabang dinas berdasarkan luas dacrah, kerja dan volume kerja.




) Pcmbentukan Cabang Dinas scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berdasarkan kebutuban Dinas Kchutanan yang ditetapkan oleh Bupati
sctelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu.

«(3) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana di dacrah Dinas Kchutanan.

(4)  Cabang Dinas dipimpin olch scorang Kepala Cabang yang ditunjuk olch

Bupati dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.

b

Paragraf Sembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

Kclompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan scbagian tugas
‘Tekhnis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

(1) Kclompok Jabatan Fungsional scbagaimana terscbut pada pasal 35, terdiri
dari scjumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbag! dalam
berbagal kelompok sesuai dengan keahliannya,

(2) Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana terscbul dalam ayat (1)
dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior vang ditunjuk olch
Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional scbagaimana tersebut dalam ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diatur
sesual dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 37
Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
Pasal 38

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Kchutanan drangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Dacrah Kabupaten atas kewenangan pelimpahan dari Bupati.

Pasal 39

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karcna berhalangan,
maka Kcepala Dinas dapat menunjuk Wakil Kepala Dinas untuk mewakilinya.

Pasal 40

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditctapkan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.




(2} Pembentukan Cabang Dinas scbagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Sordasarkan kebutuhan Dinas Kchutanan yang ditctapkan olch Bupati
setelah memenuhi syarat yang diperlukan untuk itu. ,

(3) Cabang Dinas adalah unsur pclaksana di dacrah Dinas Kchutanan.

(4) Cabang Dinas dipimpin olch scorang Kepala Cabang yang ditunjuk olch
Bupati dan bertanggung jawabkepada Kepala Dinas.

Paragraf Sembilan
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

Kclompok Jabatan Fungsional mempunyal tugas melaksanakan scbagian tugas
Tekhnis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 36

(1) Kelompok Jabatan Fungsional scbagaimana tersebut pada pasal 35, terdiri
dari scjumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam
berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

+ (2) Kclompok Jabatan Fungsional scbagaimana terscbut dalam ayat (1)
dipimpin olch scorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk olch
Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional scbagaimana tersebut dalam ayat (1),
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut dalam ayat (1), diatur
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. l

BADB VI
KEPEGAWAIAN
Pasal 37

——

Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati. |
Pasal 38

Unsur-unsur lain dilingkungan Dinas Kchutanan diangkat dan diberhentikan
oleh Sekretaris Dacrah Kabupaten atas kewenangan pelimpahan dari Bupati.

Pasal 39

Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karcna berhalangan,
maka Kcpala Dinas dapat menunjuk Wakil Kepala Dinas untuk mewakilinya.

Pasal 40

Jenjang kcpangkatan dan formasi kepegawaian ditctapkan scsual dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.




Pasal 41

Esclon Jabatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Acch Singkil adalah scbagai
crikut :

a. Kepala Dinas Esclon 11.b

b. Wakil Kepala Dinas Esclon IHLa .
¢. Kepala Bagian Tata Usaha ~ Esclon Illa

d. Kepala Sub Dinas Esclon 1llLa

¢. Kepala Cabang Esclon 1V.a

f. Kepala Scksi Esclon V.

g UPTD ] Esscelon IV.a

BAB VU
TATA KERJA
Pasal 42

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kcpala Dinas, Wakil Kcpala Dinas,
Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang dan Kcepala Scksi
wajib menerapkan prinsip koordinasi, intcgrasi dan sinkronisasi scsuai
dengan tugas pokoknya masing-masing,.

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya meclakukan koordinasi
verlikal dan horizontal dengan instanst terkait.

Pasal 43

Sctiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Kchutanan berkewajiban
mempimpin  bawahan masing-masing dan memberikan  bimbingan  serta
petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

(1) Sectiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Kechutanan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sccara berkala  kepada
atasannya.

(2) Setiap laporan yang ditcrima olch pimpinan unit kerja dari bawahan,
wajib diolah dan dipergunakan scbagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Sctiap laporan yang disampaikan wajin ditembuskan kepada pejabat lain
yang sccara fungsional mempunayi hubungan kerja.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 46

Scgala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas
Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah



Pasal 41

Esclon Jabatan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Acch Singkil adalah scbagal
berikut

a. Kepala Dinas Esclon 11.b

b. Wakil Kepala Dinas Esclon HLa .
c. Kepala Bagian Tata Usaha - Esclon IilLa

d. Kepala Sub Dinas Esclon 1llLa

¢. Kepala Cabang [zsclon 1V.a

f. Kepala Scksi Lsclon 1V

g UPTD 2 LEsselon IV.a

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 42

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kcpala Dinas, Wakil Kcpala Dinas,
Kepala Bagian, Kepala Sub Dinas, Kepala Cabang dan Kcpala Scksi
wajib mencrapkan prinsip koordinasi, intcgrasi dan sinkronisasi scsual
dengan tugas pokoknya masing-masing,

(2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi
verlikal dan horizontal dengan instansi terkait.

Pasal 43

Sctiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Kechutanan berkewajiban
mempimpin  bawahan masing-masing dan memberikan  bimbingan scrta
petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 44

(1) Sectiap pimpinan unit kerja dilingkungan Dinas Kehutanan wajib
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sccara berkala  kepada
atasannya.

(2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahan,
wajib diolah dan dipergunakan scbagai bahan penyusunan laporan lebih
lanjut dan petunjuk kepada bawahan.

(3) Sctiap laporan yang disampaikan wajin ditembuskan kepada pejabat lain
yang sccara fungsional mempunayi hubungan kerja.

BAB VIl
PEMBIAYAAN
Pasal 46

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas
Kehutanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah



-

{APBD ) Kabupaten Aceh Singkii seria sumbcer - sumbcer fain yang sah dan
tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Dacrah ini, akan ditctapkan
kemudian dengan Keputusan Bupati scpanjang mengenai peraturan
pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang
berlaku.

Pasal 48
Peraturan Daerah mulai berlaku sejak tanggal disahkan.
Agar sctiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Aceh Singkil.

Pasal 49

Dengn berklakunya peraturan Daerahini, maka semua ketentuan tentang
Dinas Kehutanan Cabang X Singkil dan jajarannya tidak berlaku lagi.

Disahkan di Singkil
Pada Tanggal 23 Juni 2001

BUPATI ACEH SINGKIL

Cap/ Dto
MAKMURSYAH PUTRA
angkan dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Aceh Singkil
Tanggal 23 juni 2001 Seri D No. 16

%EKRE']‘A IS DAERAH KABUPATE§

RIDWAN HASAN
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3 Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ACEII SINGKIL

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS
KEHUTANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Pcraturan Dacrah Bupati ini yang dimaksud dengan :

a. Dacrah adalah Kabupaten Acch Singkil;

b. Bupati adalah Bupati Aceh Singkil;

c. DPRD adalah DPRD Kabupaten Acch Singkil;

d. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Aceh Singkil.

) ' BAB II
. _ PEMBENTUKAN
' Pasal 2

Dcngan Pcraturan Dacrah ini dlbcmuk Dinas Kechutanan Kabupaten Acch
Singkil.

BADB Ili
Bagian Pertama

chudukan, Tugas Dan Fungsi
Kedudukan
Pasal 3

(1) Dinas Kehutanan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten;

(2) Dinas Kehutanan dipimpin olech scorang Kepala yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Tugas
Pasal 4

Dinas Kehutanan mempunyai tugas melaksanakan wewenang Otonomi Daerah
dibidang Kchutanan dalam pclaksanaan tugas desentralisasi.

Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas scbagaimana dimaksud dalam pasal 4, Dinas
Kehutanan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan tekhnis dibidang kehutanan;



Pcmbenan penmzinan dan pelaksanaan pelayanan umum;

Pembinaan tc"**:auup Unit Pelaksana Tckhnis Dinas dan Cabang Dinas
dibidang kechutanan;

Pengelolaan urusan ketatausahaan dinas.

1R = 5
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BAB 1V
Baglan Ikedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

(1) Susunan Organisast Dinas Kchutanan terdirt dari

a. Kepala Dinas;

b. Wakil Kcpala Dinas;

c. Bagian Tata Usaha,;

d. Sub Dinas Perencanaan, Inventarisasi dan Tata Guna Hutan;
c. Sub Dinas Perlindungan dan Pengamanan Hutan;

£ Sub Dinas Pemanfatan dan Pembinaan Hutan;

¢, Sub Dinas Pemasaran dan Peredaran Hasil Hutan;

h. Jabatan Fungsional dan UPTD

(2) Bagan Susunan Organisasi Kehutanan adalah sebagaimana tercantum pada
lampiran yang mcrupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
Ini.

BAB V
Paragraf Satu

- Kcepala Dinas dan Wakil Kepala Dumb
) Pasal 7

(1) Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab langsung
kcpada Bupati melalut Sekretaris Daerah;
(2) Kepala Dinas mempunyal tugas :
a. Memimpin dinas dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan
berdasarkan peraturan pcrundang-undangan vyang Dberlaku dan
kebijakan Pemerintah Dacrah;

b. Menyiapkan kebijakan umum dacrah dibidang pelayanan kchutanan;

c. Menectapkan kebiyjakan tekhnis dibidang pelayanan kehutanan di
dacrah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan
umum yang ditetapkan oleh Bupati;

d. Melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi sosial
lainnya yang mcnyangkut bidang kchutanan;

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

(3) Walkil Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Dinas.

(4) Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas :



